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MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

74 September 2024

Para Menteri Kabinet Indonesia Maju:

Sekretaris Kabinet,

Jaksa Agung Republik Indonesia;

Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara,
Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional,

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik,

Para Gubernur; dan

Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN
MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 7. TAHUN 2024
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEGIATAN PERJUDIAN DARING

DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

A.Latar Belakang
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lanjutan. Kegiatan perjudian daring tersebut, dapat puia dilakukan oieh Pegawa
Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tefjadi di lingkungan Instansi Pemenntah baik pusat



maupun daerah yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan kinerj3 pegawai dan
pencapaian tujuan organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai upaya pencegahan dan
penanganan kegiatan perjudian daring (oniine) di lingkungan Instansi Pemeriniah
serta dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberaniasan Perjudian Daring, periu
menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring (Onfine)
oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah

B. Maksud dan Tujuan
1 Surat Edaran Menteri ini disusun dengan maksud untuk menjaga martabat dan
kehormatan ASN, memastikan tercapainya tujuan organisasi, sera menegakkan
disiplin, kode etik, dan kode perilaku Pegawai ASN,
2. Surat Edaran mmmidwwmwpmw
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dilakukan oleh Pegawai ASN dan Pegawai non ASN terkarl perudian daring.

C. Ruang Lingkup
Surat Edaran Menten ini mengatur mengenail upaya yang harus dilakukan oleh PFK
Instansi Pemerintah dalam mencegah dan menangani dugaan peianggaran yang
dmwwhpwim@mmmmmm

D. Dasar Hukum

1.Undang~UndangNomor20Tatm2023mmrS‘miNegaa

2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negen
smsmmmmmnmmmmwm
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ontang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4S8 Tahun 2018 tentang Manaiemen Pegawa

4 Pemmnpmmmmrmm1mmmmw
dan

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sebagammana telah Dwbah dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubshan Alss Peraluan
Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrast

E. Isi Edaran
1. Pencegahan Kegiatan Perjudian Daring
a Dalam rangka mencegah kegiatan perjudian darnng. Instansi Pemennian



1) Melakukan kampanye dan/atau mendukung gerakan anti perjudian danng
yang pada pokoknya bertujuan untuk mengajak atau mendorong Pegawal
ASN dan non ASN di lingkungan Instansi masing-masing untuk menyacan
bahaya akan dan menghindari kegiatan perudian daring:

2) Kampanye dan gerakan fersebut di atas, dapat dilakukan dengan
memanfaatkan media elekironik yang memuat tulisan, foto, gambar, grafs,
audio, dan/atau video sebagal konten dalam baik dalam website, apiikasi
maupun media sosial tertentu;

3) Menyampaikan himbauan atau menyelenggarakan kegiatan edukatf bagl
Pegawai ASN dan non ASN di lingkungan Instansi masing-masing yang pada
pokoknya menjelaskan mengenai bahaya atau dampak buruk kegiatan
perjudian danng,

4) Himbauan atau kegiatan edukatif tersebut di atas, dapat dilakukan bak
dalam upacara, apel, rapat/pertemuan, bimbingan, maupun kegistan lain,

b. PPK atau Atasan Langsungwai:nnlakmcmpengamarmﬂapm
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menemukan indikasi kegiatan perjudian danng,

¢. Dalam hal terdapat Pegawai ASN dan Pegawai non-ASN yang diduga atau
terindikasi melakukan kegiatan perjudian danng, PPK atau Atasan Langsung
yang dapal dikenakan

2. Penanganan Kegiatan Perjudian Daring
a Dmmmgmmkmmmm.mmm
waijib menindakianjuti dugaan pelanggaran disipiin yang dilakuican oieh Pegaw=
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peraturan paummuﬁmmnmmmm
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disiplin terhadap pelanggaran disiplin Pegawai ASN yang melakukan kegiatan
perjudian daring, antara lain sebagai berkut
1) pelanggaranyangberdamakmbagiuikeqaahamw
humdwnmmmmmmmm
pelanggaran atas kewajiban menaat ketentuan perahxan penmdang-
um,mmmmamimsmmm
b, dan Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2027,
dan
2) mwmmwmmmmmm
hukuman disiplin berat karena meiakukan peianggaran lerhadap kewasban
menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dahs
dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 11 ayat (1) hunf d Peraturan Pemenntah
Nomor 84 Tahun 2021.
c. Terhadap Pegawai ASN yang masih mengadi fersangka dalam proses
perundang-undangan;



d. Terhadap Pegawai ASN yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam
persidanganpemamtmdakpidanapeqmmahummm.m
lanjut penanganan dilaksanakan setelah terdapat putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap,

e Dalam hal Pegawai ASN ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dalam
pemeriksaan perkara tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring. PPK
wajib memberhentikan sementara Pegawai ASN yang bersangkutan,
(sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023)

§ Keteriibatan dan/atau tindakan Pegawai Non ASN yang terkait dengan kegiatan
perjudian daring, dapat dijadikan dasar perfimbangan PPK/Pgjabat yang
Bemenangmﬁkaelak&mwﬂahnkhedammwwja
Pegawai Non ASN yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian/kontrak kena
dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. Pemantauan dan Evaluasi

a. Pimpinan instansi Pemerintah meiakukan pemantauan dan evaluas: secara
daring: dan

b. menyampaikan upaya pencegahan dan penanganan kegiatan perjudian danng
pada masing-masing Instansi kepada Menten Pendayagunaan Aparatur Nega2
dan Reformasi Birokrasi ¢ q. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

F. Penutup
Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baknya oieh
seluruh Instansi Pemerintah. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kam
sampaikan terima kasih.

MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI




